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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
38/PMK.011/2013 diatur ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan 
pajak. dalam rangka penyederhanaan mekanisme pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, dan 
memberikan kepastian hukum atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor 
pertanian, perlu mengatur secara tersendiri penetapan nilai lain sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak dan saat lain pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk 
tertentu untuk sektor pertanian clalam Peraturan Menteri Keuangan. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 
No. 150, TLN 5069). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak dan saat lain pembuatan faktur pajak 

atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, Atas penyerahan pupuk 
tertentu untuk sektor pertanian dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pupuk 
merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di 
sektor pertanian, yang meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk 
NPK dan jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.  
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk 
sektor pertanian yang bagian harganya disubsidi termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai, dibayar oleh Pemerintah, dan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan 
pupuk tertentu untuk sektor pertanian yang bagian harganya tidak disubsisdi 
dibayar oleh pembeli. 
Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang 
terutang atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian adalah Nilai 
Lain. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak. 
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
579/KMK.04/1996 tentang Penunjukan Direktorat Jencleral Anggaran Sebagai 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2015. 
 


